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BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR   83  TAHUN 2017 

TENTANG 

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan 

daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan            

perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, 

kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan untuk 

melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu 

membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi 

Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar 

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Nomor 5679); 
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10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang                

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah                      

Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012               

Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5351); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 



5 

 D:\EKKI\Produk Hukum Daerah\Keputusan Pendek\2017\BPKAD\Transaksi Non Tunai\TransaksiNonTunaiFix.doc 

 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang          

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5943); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia              

Tahun 2011 Nomor 310); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Stándar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1744), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara 

Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan                  

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 198); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006             

Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang            

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2010 Nomor 4/A); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2010 Nomor 1/B); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri B); 
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36. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2010 Nomor 3/C), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi 

Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang             

Tahun 2016 Nomor 2 Seri B); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 

Seri C); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI          

NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 

3. Bupati adalah Bupati Malang. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Malang. 

5. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang 

dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan 

instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu 

(APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya. 

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan. 

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan. 
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8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah. 

9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas 

Daerah. 

10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak 

untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran 

pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau 

harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan 

transaksi non tunai terhadap transaksi Penerimaan Daerah dan 

Pengeluaran Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Malang. 

 

BAB III 

ASAS  

 

Pasal 3 

 

(1) Transaksi non tunai dilaksanakan berdasar asas: 

a. efisiensi; 

b. keamanan; dan 

c. manfaat. 

(2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 

transaksi non tunai dilaksanakan secara cepat dan tepat 

dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya. 

(3) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

adalah transaksi non tunai memberikan jaminan atas 

keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam 

pembayaran belanja APBD. 

(4) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah 

transaksi non tunai harus memberikan manfaat            

sebesar-besarnya bagi kepentingan Daerah dan semua pihak 

yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD. 
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BAB IV 

TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN DAERAH 

 

Pasal 4 

 

(1) Setiap transaksi Penerimaan Daerah wajib dilakukan dengan 

transaksi non tunai.  

(2) Transaksi Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi transaksi penerimaan untuk Pendapatan 

Daerah yang terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah meliputi: 

1. Pajak Daerah; 

2. Retribusi Daerah; 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; 

dan 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

b. Pendapatan Transfer; dan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

(3) Transaksi Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) yang masih dapat dilaksanakan melalui transaksi 

tunai, meliputi: 

a. Pajak Daerah meliputi: 

1. Pajak Hotel yang belum melaksanakan aplikasi 

pembayaran; 

2. Pajak Restoran dengan omzet paling tinggi 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari; 

3. Pajak Hiburan dengan ketetapan Pajak paling tinggi 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per SPTPD; 

4. Pajak Reklame dengan ketetapan Pajak paling tinggi 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per SKPD; 

5. Pajak Penerangan Jalan Non PLN dengan ketetapan 

Pajak paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)      

per SPTPD; 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan 

ketetapan Pajak paling tinggi Rp1.000.000,00                   

(satu juta rupiah) per SPTPD; 

7. Pajak Parkir dengan ketetapan Pajak paling tinggi 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per SPTPD; 
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8. Pajak Air Tanah dengan ketetapan Pajak paling tinggi 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per SKPD; 

9. Pajak Sarang Burung Walet dengan ketetapan Pajak 

paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per SPTPD; 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

dengan ketetapan Pajak paling tinggi Rp2.000.000,00                   

(dua juta rupiah) per SPPT. 

b. Retribusi Daerah. 

 (4) Transaksi tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara 

 bertahap akan dilaksanakan menjadi transaksi non tunai. 

 

BAB V 

TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN DAERAH 

 

Pasal 5 

 

(1) Setiap transaksi Pengeluaran Daerah wajib dilakukan dengan 

transaksi non tunai. 

(2) Transaksi Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi transaksi pengeluaran untuk Belanja Daerah 

yang terdiri dari: 

a. Belanja Langsung meliputi: 

1. belanja pegawai; 

2. belanja barang dan jasa; dan 

3. belanja modal. 

b. Belanja Tidak Langsung meliputi: 

1. belanja pegawai; 

2. bunga; 

3. subsidi; 

4. hibah; 

5. bantuan sosial; 

6. belanja bagi hasil; 

7. bantuan keuangan; dan 

8. belanja tidak terduga. 

(3) Transaksi Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) yang masih dapat dilaksanakan melalui transaksi 

tunai, meliputi: 

a. belanja telepon, air dan listrik; 

b. belanja makanan dan minuman rapat;  

c. belanja perjalanan dinas; 
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d. belanja transpor, (pemberian biaya transportasi bagi Non 

Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan program 

dan kegiatan); 

e. belanja bantuan sosial kurang dari Rp1.000.000,00               

(satu juta rupiah) per orang/lembaga per pemberian 

bantuan; 

f. belanja biaya pemeriksaan; 

g. belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana; 

h. belanja barang dan jasa kurang dari Rp1.000.000,00                

(satu juta rupiah) per transaksi.                 

(4) Transaksi tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara 

bertahap akan dilaksanakan menjadi transaksi non tunai. 

(5) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, 

atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan 

menyimpan bukti transaksi tunai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3). 

 

BAB VI 

TATA CARA TRANSAKSI NON TUNAI 

 

Pasal 6 

 

Setiap transaksi Pengeluaran Daerah melalui mekanisme non 

tunai dilaksanakan melalui bank. 

 

Pasal 7 

 

(1) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

dilakukan dengan cara: 

a. pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening 

penerima dengan menggunakan surat pemindahbukuan 

dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;  

b. pembayaran dengan cek; atau 

c. layanan perbankan secara elektronik berupa                      

Internet Banking. 



12 

 D:\EKKI\Produk Hukum Daerah\Keputusan Pendek\2017\BPKAD\Transaksi Non Tunai\TransaksiNonTunaiFix.doc 

 

(2) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi. 

(3) Bukti Transaksi non tunai dari bank sebagai dokumen 

pertanggungjawaban keuangan. 

 

Pasal 8 

 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya      

Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal                         

1 Januari 2018. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal 29 Desember 2017 

 

BUPATI MALANG, 

 

ttd. 

 

H. RENDRA KRESNA 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal 29 Desember 2017 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 

 

ttd. 

 

NURMAN RAMDANSYAH 

Berita Daerah Kabupaten Malang  

Tahun 2017 Nomor 23 Seri D 


